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ANALISA KASUS EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA
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Constitution yet.
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ABSTRACT

Euthanasia becomes public discourse when Panca Satria Hasan asked to do euthanasia Jor his
wife,Again isna Nauli. This has happened because Again got brain neuralgia permanently. It was
caused by cesarean, which has done in private hospital of Bogor-west java. There are pro’s and con’s
on euthanasia problem. The argument con’s people that is euthanasia as a killing and it is an againt
the law. Furtheremore, the argument of pro’s people that are euthanasia as a human right wich is had

individually in choosing the life, and also in chosing the die. Euthanasia has no a rule in Indonesian

PENDAHULUAN

Euthanasia, ketika
“implementasikan  di Indonesia maka akan
wenjadi kasus  menarik  dan bisa menjadi
serdebatan banyak pihak dalam berbagai kajian;
“2ik moral, hukum adat, hukum positif dan
Ssum-agama.  Euthanasia  merupakan suatu

dakan  supaya penderitaan yang dialami
<scorang  diperingan  atau mempercepat
“=matian seseorang dalam penderitaannya.

Pembahasan mengenai euthanasia
wulai terangkat menjadi kajian publik semenjak
wanya Kasus euthanasia yang diajukan oleh
“anca Satria Hasan untuk istrinya Agian Isna
“auli yang mengalami kerusakan saraf otak
4 permanen  setelah  menjalani  operasi
sesar di salah satu Rumah Sakit (RS) swasta di
.otz Bogor.

Euthasia merupakan kajian
“ortroversial yang banyak diperdebatkan oleh
=oagai kalangan. Faktor yang terkait dengan

anasialah  yang  memunculkan berbagai
tasi dan penafsiran beragam. Faktor

out adalah; a) Faktor kemanusiaan, yakni
“anasia dilakukan oleh dokter berdasarkan

han terhadap penderitaan pasien yang
secpanjangan dan sulit untuk disembuhkan

“sen tetap pada Fakultas Hukum Universitas
Bumegan ( UNIKU )

secara medis. Dokter tersebut memutuskan
tindakan apa yang akan dilakukannya menurut
pertimbangan kesehatan pasien; dan b) Faktor
ekonomi, yakni euthanasia dilakukan karena
faktor ekonomi keluarga, sebab jika pasien
terlalu lama dirawat di rumah sakit sangat tidak
memungkinkan  secara  ekonomi. Artinya,
keluarga pasien tidak sanggup menanggung
biaya rumah sakit.

Problematika  euthanasia  dalam
perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia
kental terasa saat Panca Satria Hasan suami dari
Agian Isna Nauli, mengajukan permohonan
euthanasia bagi istrinya (Agian Isna Nauli)
kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, sehubungan
mengalami  koma di Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo (RSCM), Jakarta setelah
kerusakan saraf otak secara permanen setelah
menjalani operasi Caesar di salah satu Rumah
Sakit swasta di Kota Bogor.> Euthanasia berasal
dari bahasa Yunani yaitu “Eu” yang berarti
senang atau baik, dan “Thonatos” berarti
kematian. Jadi euthanasia dapat diterjemahkan
secarJa bebas adalah kematian dengan senang dan
baik.

2 Imam Sjahputra, Bunga Rampai Lorong Keadan dalam
Prespektif Hukum Kritis. Cetakan Pertama. Jakarta: 2006.
Hal. 189

® Ibid. Hal. 190
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Hak Asasi Manusia (HAM) selalu
dikaitkan dengan hak hidup, hak damai, dan
sebagainya. Tapi tidak tercantum jelas adanya
hak seseorang untuk mati. Kematian yang
disengaja selalu dihubungkan dengan
pelanggaran  HAM, tapi bagaimana dengan
kebijakan pemerintah yang memiliki hukuman
untuk melaksanakan hukum mati bagi terdakwa
tertentu?  Contohnya adalah eksekusi bagi
terpidana mati. Sampai saat ini, kaidah hukum
dalam berbagai perspektif, baik agama, hukum
adat dan etika menegaskan bahwa membantu
orang lain mengakhiri hidupnya -meskipun atas
permintaan  yang  bersangkutan merupakan
perbuatan yang tidak sejalan dengan kaidah
hukum yang ada.

Euthanasia dikenal ada beberapa
Jenis yakni sebagai berikut:*

L. Euthanasia aktif adalah perbuatan  yang
dilakukan secara aktif olch dokter untuk
mengakhiri hidup seseorang (pasien) yang
dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan
dengan  penggunaan  obat-obatan yang
bekerja cepat dan mematikan.

2. Euthanasia  pasif  adalah perbuatan
menghentikan  atau  mencabut segala
tindakan atau pengobatan yang perlu untuk
mempertahankan hidup manusia, sehingga
pasien diperkirakan akan meninggal setelah
tindakan pertolongan dihentikan,

3. Euthanasia Volunter adalah penghentian
tindakan  pengobatan atau mempercepat
kematian atas permintaan pasien.

4. Euthanasia  involunter  adalah jenis
euthanasia yang dilakukan pada pasien
dalam keadaan sadar dimana tidak mungkin
untuk mencapai keinginannya. Dalam hal inj
dianggap keluarga pasien yang bertangguing
Jawab  atas  penghentian pengobatan.
Perbuatan ini sulit dibedakan dengan
pembunuhan kriminal

Banyak orang berpendapat bahwa
hak untuk mati adalah hak asasi manusia, hak
yang mengalir dari “hak untuk menentukan diri
sendiri”  (the right of self determination)
sehingga penolakan atas pengakuan terhadap hak
atas mati, dianggap merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Euthanasia adalah
istilah  medis, namun pada prakteknya akan

berimplikasi terhadap wilayah yuridis, utamanya =o0¢  soe sedl
hukum pidana. Pendukung kebolehan euthanasia ==vere- ~ows
untuk dilaksanakan karena berpegang teguh memyeen o

bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dilindungi == 1570 My
oleh Undang-undang, artinya, kasus euthanasia ™enzhan za
sesuai  dengan Undang-undang Hak Asasi Schopenia
Manusia. kasshan

PEMBAHASAN

Problematika Euthanasia

Berkembangnya
euthanasia yang semakin lebar dengan kajian,
berbagai  perspektif, penulis  coba untuk #es zanw
mengerucutkan  batasan  kajian dengan ——
kegelisahan hukum yang terwakilkan pada %ot Plaio vang
pertanyaan  penulis  mengenai fenomena &~ =os i
euthanasia, yakni; a) Bagaimanakah euthanasia ™= =svor pende
dalam perspektif Hak Asasi Manusia?; b) @ :emnie  Ans
Apakah euthanasia sesuai dengan konsep Hak #5772 mombinus
Asasi Manusia?; dan c) Apakah euthanasia dapat ==~ con tiik &
dikategorikan sebagai tindak pidana 372 perkasa Py
pembunuhan? mEnY Ok

Problematika  euthanasia terjadi =72 rans
antara yang menolak dan yang setuju. Golongan

pertama berargumen bahwa euthanasia pada = o o5 &
hakikatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas Perang Dunia 11

dilarang oleh berbagai agama, dan atau dianggap “ox mem
sebagai suatu pembunuhan terselubung yang Ses ™

secara tegas merupakan perbuatan melanggar &5 de cacar
hukum. Barat, ¢ asia 3

Euthanasia pada hakekatnya bukan pe=o
merupakan gejala generasi masa kini atau Pees
angkatan sebelumnya, akan tetatpi sudah ada Sovet &
sejak dahulu. Kelompok Kerja Euthanasia Pusat =
Studi  Katolik i Nijmegen, Belanda st2n  s2tu rosas
mengemukakan bahwa euthanasia ini sebagai Petatian &an b
istilah pertama-tama dikemukakan oleh penyair ®=inzzn banya
komedian Kratinos (480-420 SM) dalam tulisan- ®e=zens: kem
tulisannya yang tergolong karya klasik Yunani €5 pihak var
Kuno. Pengertian euthanasia pada saat ity wTeo
ditafsirkan secara luas sekali.’®

Setelah abad pertengahan kata
euthanasia ini kembali dipergunakan oleh ahli
filsafat Francis Becon (1561-1626 M) dalam aciah
karyanya Novum Organon. la mengartikan ———
euthanasia sebagai “kematian tuna rasa” atau * e

i Accoel Damal
Targourg Jowce sl
° F. Tengker. Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis ™emcrgzn Fzces  Sam
* Amri Amir, DSF, Hukum Kesehatan, cetakan pertama. dan Kosekuensi Yuridis). Nova. Cet. Pertama. Bandung, :'3 -3
Jakarta; Bunga Rampai. 1997, Hal. 67 1990. Hal. 77 B =2 131
: S e

2
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§, utamanya tanpa sakit sedikitpun, akan tetapi dengan
} euthanasia tambahan bahwa adalah tugas dokter guna
gang teguh menyelenggarakan kematian seperti itu. Setelah
) dilindungi t2hun 1870 M diskusi mengenai euthanasia
euthanasia menghangat. Di  Jerman misalnya, filosof
Hak Asasi Schopenhauer menulis bahwa rasa belas dan
kasihan  merupakan  sumber moral dan
kesusilaan. Ahli sosiologi Jost (1885 M) telah
memberi ulasan tentang hak atas pengakhiran
kchidupan. Dan tidak tidak sedikit ahli hukum
yang dengan gigih memperjuangkan
_ pengurangan  dan  peringatan  hukuman  atas
fenomena Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan.®
hgan kajian, Euthanasia telah banyak dilakukan
a untuk s<jak zaman dahulu dan banyak memperoleh
dengan <ukungan tokoh-tokoh besar dalam sejarah,
fkan pada seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh
fenomena ©71 yang dilakukan oleh orang-orang untuk
euthanasia "™<ngakhiri penderitaan dari penyakit yang
nusia?, b) Salaminya.  Aristoteles yang membenarkan
bnsep Hak #<anya membunuh anak yang berpenyakit dari
kasia dapat “0ir dan tidak dapat hidup menjadi manusia
pidana *2ng perkasa. Pytagoras dan kawan-kawan
menyokong perlakuan pembunuhan 7pada orang-
fla terjadi “r2ng yang lemah mental dan moral.
| Golongan Euthanasia juga pernah dilaporkan
lasia pada *7adi di India dan Sardinia. Bahkan dalam
Ecara tegas “<rang Dunia I Hitler memberikan instruksi
b dianggap “"tuk membunuh orang-orang yang sakit dan
lung yang “<2k mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang
melanggar @7t dengan cacat bawaan. Di berbagai negara
Sarat, euthanasia sudah tidak dianggap suatu
hya bukan #<mbunuhan lagi. Hal ini diatur dalam hukum
Kini atau #<ana yang terjadi di Swiss, Jerman Barat, Uni
sudah ada Soviet dan Polandia.®
lasia Pusat Euthanasia dewasa ini merupakan
Belanda ®='2h satu masalah yang banyak menarik
B sebagai #rhatian  dan banyak dibicarakan orang,
th penyair %5ingga banyak pertentangan diseluruh dunia
Im tulisan- ™engenai kemungkinan diberlakukannya. Kedua
ik Yunani ®'zh pihak yang sangat bertentangan itu, pada
saat itu =mumnya sebagai berikut:
1. Pihak yang tidak menyetujui adanya

han kata euthanasia, golongan ini
oleh ahli berpendapat  bahwa  euthanasia
M) dalam adalah  suatu  pembunuhan yang
mgartikan

asa” atau |, &d
% Abdoel Djamali dan Lenawati Tedjapermana.
Tanggung  Jawab  Hukum Seorang Dokter dalam
an Medis ™e=angani Pasien. Abdarin. Cet. Pertama. Jakarta. tt.

L Bandung, =& 130
Bd. Hal. 131

slume 05 ¥¥=kum Responsif Volume 05
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terselubung, karenanya tindakan ini

secara  langsung  bertentangan

dengan kehendak Tuhan.

2. Pihak yang menyetujui adanya
euthanasia, golongan ini
menyatakan ~ bahwa;  tindakan
euthanasia baik yang aktif maupun
yang pasif boleh dilakukan dengan
pertimbangan disetujui oleh pasien,
keluarga dan dokternya.

Perdebatan  masih  saja  terus
berlanjut dan berbagai kasus bermunculan.
Diperdebatkan, misalnya; Siapa yang berhak
menentukan kematian; Apakah si empunya
nyawa, keluarganya, pengadilan atau barang kali
dokter. Di dalam Universal Declaration of
Human Right dari Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) telah mencantumkan sejumlah hak-hak
asal manusia, begitu pula di dalam Undang
Undang Dasar 1945 walaupun tidak secara
terinci seperti yang terdapat dalam deklarasi
PBB. Diantara sekian banyak Hak Asasi
Manusia, hanya hak untuk mati yang tidak ada.
Walaupun kedengarannya sangat ganjil, tetapi
hal ini cukup banyak yang memperdebatkannya,
karena hak untuk mati dipandang sebagai telah
tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup
yang selama ini dicantumkan secara tegas. '’

Kasus Euthanasia dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia (HAM)

Kasus euthanasia dalam perspektif
Hak Asasi Manusia di Indonesia menjadi
pembahasan masyarakat karena berawal dari
adanya pengajuan Panca Satria Hasan suami dari
Agian Isna Nauli. Dia memohon euthanasia
untuk istrinya kepada Pimpinan Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Bogor.

Kasus  ini  seharusnya dapat
membukakan mata dan hati semua ahli hukum
maupun kedokteran. Agian Isna Nauli, oleh
dokter dinyatakan mengalami kerusakan syaraf
otak secara permanen dan mengalami koma di
rumah sakit yang merawatnya. Dikemudian hari
Agian Isna -Nauli sadar, dengan kesadarannya
merasa kecewa bahwa suaminya telah putus asa
selama merawat dirinya, sehingga meminta

® Ibid
1 1pid
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kepada DPRD Kota Bogor untuk diizinkan
melakukan  euthanasia terhadap istrinya.
Terhadap upaya yang telah dilakukan suaminya
tersebut Agian Isna Nauli kecewa, yang akhirnya
mengajukan gugat cerai, karena menganggap
suaminya sudah tidak mencintainya lagi, bahkan
mengharapkan kematiannya. Terkait dengan hal
ini, diagnosa dokterpun tidak dapat dijadikan
landasan bahwa pasien tidak dapat diobati atau
dinyatakan tidak akan sembuh lagi.

Terkait HAM dengan euthanasia,
yang memunculkan pro dan kontra terhadap hak
untuk  melakukan euthanasia, sebagaimana
halnya pro dan kontra dalam pidana mati.
Berbagai pihak yang pro dan kontra sama-sama
berpegang pada HAM, namun mereka berbeda
pendapat dalam menafsirkan isi dari HAM itu
sendiri.

Berkaitan  dengan  hal tersebut,
penulis kemukakan pendapat dari Barda Nawawi
Arief yang menyatakan bahwa: "'

1. “Hak untuk hidup” (Pasal 28A Jo.

Pasal 28 1 Undang Undang Dasar

Tahun 1945 dan Pasal 9 ayat (1),

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia) dan “Hak untuk bebas

dari penghilangan nyawa” (Pasal 33

Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

tidak  dapat dihadapkan  secara

diametral (sama sekali
bertentangan)  den gan  “pidana
mati”.

2. Hal ini sama dengan  “hak
kebebasan  pribadi” (Pasal 4
Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia)
yang juga tidak dapat dihadapkan
secara  diametral dengan “pidana
penjara (perampasan
kemerdekaan/kebcbasan)".

3. Pernyataan dalam Undang Undang
Dasar Tahun 1945 dan Undang-
undang Hak Asasi Manusia, bahwa
“setiap orang berhak untuk hidup”,
identik dengan pasal 6 ayat (1)
ICCPR, bahwa “every human being

Y imam Sjahputra. Bunga Rampai Lorong Keadan dalam
Prespektif Hukum Kritis. Cetakan Pertama. Jakarta: 2006.
Hal. 291-292

—
has the right to life”. Namun d Satus  yang
dalam pasal 6 ayat (1) ICCPR &skriminas: =
pernyataan itu dilanjutkan dengan $etiap manusia |
kalimat tegas, bahwa “No one shal -
be arbitrarily deprived of his life”. @engan pendiey
Jadi menurut ICCPR, yang tidak memegang e
boleh  “perampasan  hak hidup ehwa N |
sewenang-wenang” (arbitrarily Asasi Manusia
deprived of his life). Bahkan dalam #%2b unick =
pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana “adang Dasar 3
mati tetap dimungkinkan untuk “she ¥272  menyehas
most seripous crimes”. Aia!ah Karema @

4. Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi ™skin dan tidak.
Manusia (identik dengan Pasal 28 | Prod
Undang Undang Dasar Tahun 1945 @ biaya persy
amandemen  ke-2): “Hak dan -{‘CU'".‘:‘ k=
kebebasan yang diatur dalam ®uthanasia, schas
Undang-undang ini hanya dapat =5 pemeriong
dibatasi oleh dan berdasarkan ~®dang Dasar In
Undang-undang, semata-mata unfuk = anak‘-a:nk |
menjamin pengakuan dan¥eng sakit &
penghormatan terhadap hak Asasim“m-"; o=
manusia serta kebebasan dasar PEmerinizh =
orang lain, kesusilaan, ketertiban "= Acsem
umum dan kepentingan bangsa”,  #Segai wargs =3
Faktor keilmuan seseorang yang P‘
berbeda dan pengalaman yang beragam, bisa "emyatakan baky
menciptakan perbedaan pemahaman ataupun ®eeyalzh hak By
tujuan dalam melaksanakan Undang-undang Hak ™&um  schags
Asasi  Manusia. Karenanya, pro dan kontra #mzan uyean
terhadap penanganan kasus euthanasia sudah:-43M9“§i ek |
berada pada tataran akademis dan yuridis, antara ®0et dipenuis &y
HAM dan hukum pidana. Hal ini, bukan sajaeng tclah ads &
menjadi pembahasan di dalam negeri, tetapi juga " ini adalan o
menjadi masalah serius di berbagai negara lain, #&s untuk meng
Euthanasia bisa jadi merupakan fenomena #Fnasi hukum |
internasional. b"dd"él [k
Bagi sebagian orang yang tidak STty
setuju  terhadap  pemberlakuan euthanasia, ) Scalm
beranggapan bahwa; dasar pemberlakuan negara- P& abad ke-15 &
fnegara yang menganut atau miemberlakukan = tentang kel
euthanasia tidak mengacu pada standar hak asasi ®%e7 pengarubmns.
manusia  dunia  internasional sebagaimana
kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi=lxag Howars s
Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal guge o coaie Cen P
Declaration of  Human Right),  yang ™ sars voice- e
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Namun di status yang harus dilindungi tanpa ada
) ICCPR, diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki
in dengan setiap manusia.'
\ one shall Indonesia,  apabila  konsekuen
f his life”, dengan  pendiriannya dan kesepakatan untuk
ang tidak memegang teguh Hak Asasi Manusia (HAM)
ik hidup bahwa euthanasia bertentangan dengan Hak
wrbitrarily Asasi Manusia (HAM) maka harus bertanggung
fan dalam Jawab untuk merealisasikan amanah Undang
in, pidana Undang Dasar Tahun 1945, Kenapa? Hal kedua
intuk “the ¥ang menyebabkan euthanasia bisa terjadi
adalah karena faktor ekonomi; keluarga pasien
Hak Asasi miskin dan tidak mampu membiayai pengobatan.
Pasal 28 ] Problematika perawatan kesehatan
hun 1945 dan biaya perawatan keschatan yang memicu
lak  dan munculnya keinginan  untuk , melakukan
dalam €uthanasia, seharusnya dapat diatasi dan dijawab
fa dapat olch pemerintah Indonesia, karena Undang
tdasarkan “ndang Dasar Indonesia menjamin fakir miskin
Bta untuk “2n anak-anak terlantar, artinya orang-orang
dan ¥ang sakit dan memerlukan biaya serta
ik Asasi Perawatan, juga merupakan tanggung jawab
n dasar Pemerintah bukan  semata-mata warga
ietertiban "=garanya. Kesemua itu adalah hak semua orang
sa”. scbagai warga negara.
g yang Pandangan aliran sejarah
im, bisa ™enyatakan bahwa pada awalnya yang ada
ataupun *@nyalah hak. Baru kemudian masuk wilayah
lang Hak "wkum sebagai aturan Negara yang dibuat
| kontra ®ngan tujuan memberikan  sanksj dan
@ sudah ™elindungi hak. Namun konsep hukum tidak
§, antara “pat dipenuhi berdasarkan persepsi dari hak
kan saja *27¢ telah ada dengan proses abstraksi gradual.
&pi juga ©2! ini adalah tidak benar secara historis dan
fra lain, ©2is untuk mengasumsikan bahwa hak adalah
momena ®™@nasi hukum. Aturan hukum menjamin dan
melindungi hak  hukum, tetapi tidak
g tidak membuatnya, '3
tanasia, Sejalan dengan pendapat di atas,
negara- P2 abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 (dua)
lakukan *¢1 tentang hak yang san§at penting dan sangat
ik asasi *=sar pengaruhnya, yaitu:"

@imana
E!(laraSI ~ #da E Howard. HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme
Wversal @ucoys. Grafiti, Cet, Pertama, Jakarta, 2000. Hal. 16

yang — =ans Kelsen. Pure Theory of Law. Translation from the
dalam @ecand.  Revied and Enlarged. German Edition.
In hak Taesiated by Max Knight. Barkeley. Los Angeles.
FHuman “"wersity of Californis Press. London, 1967. Hal. 126-
il hak*=*= Dalam Jimli Asshiddigie dan M. Ali Safa’at. Teori
sosial :o:r Kelsen Tentang Hukum. Hal. 78-79 ’
Eraad “2er0j0 Wignjodipoero. Pengantar limu Hukum. Haji
#gung. Cet. Pertama. Jakarta, 1989, Hal. 65-66
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1. Teori yang menganggap hak sebagai
kepentingan yang terlindungi (belangen
thori).

Pengikut teori ini antara lain Rudolf

Von Jhering merumuskan hak itu

sebagai sesuatu yang penting bagi yang

bersangkutan  yang dilindungi  oleh

hukum.  Teori Jhering ini  dalam

kenyataannya mudah mengacaukan hak

dengan  kepentingan. Memang hak

bertugas melindungi kepentingan dari
2 yang berhak.

2. Teori yang menganggap hak sebagai
kehendak yang diperlengkapi dengan
kekuatan (wilssmacth theory).
Pengikutnya antara lain Bernhard
Winscheid yang mengatakan hak itu
adalah kehendak yang diperlengkapi
dengan kekuatan dan yang diberi oleh
tata  tertib hukum kepada yang
bersangkutan.

Kaitannya dengan hak tersebut di
atas, Soerojo Wignjodipoero mengemukakan
beberapa pendapat dari beberapa ahli, sebagai
berikut:"*

1. Menurut Apeldoorn, hak adalah
suatu kekuatan (macht) yang diatur
oleh hukum; dan kekuatan itu
berdasarkan kesusilaan (moral) dan
tidak hanya kekuatan fisik saja.

2. Menurut Lemaire, hak ialah izin.
Izin bagi yang bersangkutan untuk
mendapat sesuatu. Tetapi izin ini
bukan bersumber pada hukum
melainkan sejajar/sederajat dengan
hukum. Hukum berupa
perintah/larangan atau izin. _

3. Menurut Utrecht, ““izin” . diberikan
kepada yang bersangkutan oleh tata
tertib bukan oleh karenanya hak
(izin) adalah “subordinated” pada
tata tertib hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
hak yang melekat secara kodrati pada setiap
makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis
manusia, yang memberikan Jjaminan moral dan
menikmati  kebebasan  dari segala  bentuk
perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak
dapat hidup secara layak sebagai manusia yang
dimuliakan Allah SWT, yang oleh sebab itu

' Ibid. hal. 66-67
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tidak mungkin dialihkan kepada siapapun,
kepada/oleh para pengemban kekuasaan negara
sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar
persetujuan para penyandang hak itu lewat
proses-proses legislatif  yang  benar-benar
representatif demi tegaknya hak-hak asasi
manusia  lain  sesama  dalam kehidupan
masyarakat.” Secara sederhana  hak asasi
manusia dapat dinyatakan sebagai hak dasar
yang dimiliki oleh setiap manusia, Hak ini
adalah hak yang dianugerahkan langsung oleh
Tuhan, bukan didapat dari pemberian manusia
atau penguasa.

Salah satu hak manusia yang
pertama adalah hak untuk hidup. Dalam pasal 3)
Deklarasi  Universal tentang Hak-hak Asasi
Manusia yaitu: “berhak atas penghidupan,
kemerdekaan  dan kesélamatan seseorang”.
Bahwa setiap manusia diakui memiliki hak hidup
merupakan hal yang tidak terbantahkan. Akan
tetapi, akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan
teknologi melahirkan berbagai pandangan baru,
bahkan kontroversi terhadap hak-hak yang
dimiliki manusia. Lahirnya tuntutan legalisasi
hak untuk mati merupakan cerminan  darj
bergesernya  pemahaman masyarakat dalam
menilai hidup. Jika setiap manusia memiliki hak
untuk  hidup, dengan mendasarkan pada hak
untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mati
harusnya juga mendapat pengakuan. Inilah dasar
pembenaran terhadap euthanasia.

Padahal, pasal 42 Undang-undang
RI nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menyatakan: Setiap warga Negara yang
berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental
berhak  memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara,
untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan
rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Kasus Euthanasia dalam Perspektif Hukum
Pidana

Hukum  dalam  artj objektif
merupakan kaidah-kaidah yang secara normatif

6 Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum:  Paradigma,
Metode, dan Dinamika Masalahnya. ELSAM dan HUMA.
Cet. Pertama. Jakarta, 2002. Hal. 436

SRR

mengatur  kehidupan bermasyarakat. Hukun
dalam arti subjektif menandakan hak dar
kewajiban yang ada pada orang yang merupakar
anggota masyarakat, yakni sebagai  subjel
hukum,"”

brni |

o
.

Dari sisi hukum, hak hukum adalal
norma hukum dalam hubungannya dengar
individu tertentu yang ditentukan oleh norma it
sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkar
seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang
lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan
bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas
suatu perbuatan dari orang yang pertama. Normz
hukum harus menentukan secara spesifik isi hak
yang ditentukan secara teknis,'® Hak sebaga
hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan
otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan
secara khusus oleh hukum atau kepada organ
tertentu untuk melakukan sesuatu, ' '

Ditinjau dari kajian hukum pidanz
atau yuridis, euthanasia dapat diuraikan sebagai
berikut:

DORRREERERELRD .

i

1. Euthanasia Aktif

Luthanasia terjadi apabilz
dokter atau tenaga kesehatan lainnyz
secara  sengaja  melakukan suatu
tindakan untuk memperpendek  atay
mengakhiri  hidup  pasien.  Untuk
memudahkan pembahasannya,
euthanasia aktif ini terbagi menjadi tiga

kelompok, yaitu:
a. Euthanasia Aktif a;as;
permintaan pasien i
“Adanya  permintaan
yang sifatnya tegas dan sungguh-
sungguh  dari  korban” ity
merupakan dasar yang meringankan

i

Ry

ke

R
*” Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Cet. Ketiga. Penerbit =i
Kanisius. Yogyakarta, 1995, Hal. 95 Suingeg
® Han Kelsen. General Theory of Law and State. Ssamgl
Translated by Anders Wedberg. New York; Russell & womm §
Russell. 1961. Hal 77. Dalam Jimli Asshiddigie dan M. Al P
Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Kerjasama
Konstitusi Perss dengan PT. Syaamil Cipta Media —
Jakarta, 2006. Hal.78 B —
** Hans Kelsen. Pure Theory of Law. Translation from the = A" madie Tane fem
second. Revied and Enlarged. German Edition . Femama M o
Translated by Max Knight. Barkeley. Los Angeles. e =& 58
University of Californis Press. London, 1967. Hal. 126- ™™ms Yoy tamas &
130. Dalam Jimli Asshiddigie dan M. Ali Safa’at. Teor #es Momese Veda
Hans Kelsen Tentang Hukum. Hal. 69 Pearma Yopsara 2M
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pidana  bagi tindakan pidana
pembunuhan seperti yang diatur di
dalam pasal 344 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.”’

b. Euthanasia Aktif tanpa
permintaan pasien

Dalam kasus
euthanasia Aktif tanpa permintaan
pasien ini, dokter mendapat
kesulitan “ untuk  membuktikan
bahwa ketika ia  melakukan
euthanasia memang  benar-benar
tanpa perencanaan terlebih dahulu,
karena dokter tidak mungkin secara
tiba-tiba (tanpa perencanan)
melakukan  euthanasia terhadap

pasiennya. Dapat dipasti'kan bahwa

sebelum dokter melakukan
euthanasia terlebih dahulu
memikirkan pertimbangan-

pertimbangan lain. Misalnya belas
kasih melihat pasien yang menderita
terus-menerus, melihat  penyakit
yang tidak harapan untuk bisa
sembuh kembali, atau melihat
kondisi ekonomi dari keluarga
pasien yang semakin kesulitan.
Justru  karena  dokter  telah
memperhitungkan  pertimbangan-
pertimbangan tersebut, maka dokter
telah  dianggap  merencanakan
terlebih  dahulu atas tindakan
euthanasia yang dilakukan terhadap
pasiennya.’

. Euthanasia_Aktif tanpa sikap
dari pasien®

Yang dimaksud dengan
“tanpa sikap” adalah apabila pada
saat akan dilangsungkan
euthanasia, pasien | yang
bersangkutan sudah dalam keadaan
koma (tidak sadar) berarti tidak
dapat diketahui keinginan yang
sebenarnya. Apakah pasien

Ahmadie Taha. Kedokteran Dalam Islam. Bina limu.

. Pertama. Madura, 1982. Hal. 133

Ibid. Hal. 58

Petrus Yoyo Karyadi. Euthanasia Dalam Perspektif Hak
si Manusia. Media Pressindo Anggota IKPI. Cet.

a. Yogyakarta, 2001. Hal. 54

Responsif Volume 05

ISSN : 20891911

meminta euthanasia atau tidak
memintanya.

Dalam menghadapi
euthanasia aktif tanpa sikap dari
pasien, minimal akan ada dua
masalah yang akan muncul;
Pertama, misalnya pasien memang
(pada saat sadar) sudah secara tegas
dan  sungguh-sungguh meminta
kepada dokter supaya dilakukan
euthanasia atas dirinya. Namun,
pada  saat akan  dilakukan
euthanasia pasien tersebut sudah
dalam keadaan koma tanpa adanya
komunikasi lagi; dan Kedua,
misalnya seorang pasien dalam
keadaan koma sehingga tidak
diketahui apa kehendaknya.
Kemudian keluarga pasien
mendesak dokter yang merawatnya
untuk melakukan euthanasia aktif,
karena keluarganya sudah tidak
tahan melihat penderitaan pasien
tersebut. Apakah dalam kasus
seperti ini, keluarga pasien tersebut
yang telah mendesak dokter untuk
melakukan  euthanasia,  dapat
dituntut  berdasarkan  wilokking
contoh pasal 55 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana?”

2. Euthanasia Tidak Langsung

Euthanasia Tidak
Langsung terjadi apabila dokter atau
tenaga medis lainnya tanpa maksud
mengakhiri hidup pasien melakukan
suatu tindakan medis untuk
meringankan  penderitaan, walaupun
dengan mengetahui® adanya resiko
bahwa dalam tindakan medik tersebut
dapat mcn%akibatkan hidup pasien
diperpendek.**

Euthanasia Tidak
Langsung  dibedakan dalam tiga
kelompok, yaitu:

a. Euthanasia Tidak Langsung
atas permintaan pasien

% |bid. Hal. 60
 |bid. Hal. 63
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Apabila dokter dapat
membuktikan  bahwg tindakan
medik yang dilakukan itu hanya
dimaksudkan untuk meringankan
penderitaan pasien,

b.  Euthanasia Tidak Langsung
tanpa permintaan pasien
Apabila dokter tidak
dapat membuktikan bahwa tindakan
medik yang dilakukan adalah untuk
meringankan penderitaan pasien, 25

- Euthanasia  Tidak
tanpa sikap darj pasien
Tanpa sikap pasien di
sini berarti pasien sendirj sudah
dalam keadaan koma, tidak dapat
diketahuj apa  kehendak yang
sebenarnya, Euthanasiq dalam
kategori inj didasari oleh asumsi
bahwa naluri terkuat darj setiap
makhluk hidup termasuk manusia,
adalah selalu berusaha
mempertahankan hidupnya, Nalurj
tersebut seharusnya diberlakukan
Jjuga terhadap pasien yang sudah
dalam keadaan koma. Ia haryg tetap
dianggap ingin mempertahankan
hidupnya dan tidak ada keinginan
untuk dieuthanasiq (diakhiri
hidupnya), 2

3. Euthanasiq Pasif

Euthanasia  pasif terjadi
apabila dokter atay tenaga medis lainnya
Secara sengaja tidak lagi memberikan
bantuan medik  kepada i
dapat memperpanjang
Euthanasia Pasif ini dibedakan dalam
tiga kelompok, yaitu:

a.  Euthanasiq Pasif atag

permintaan
pasien

Apabila pasien  gudah
meminta  dokter untuk  melakukan

euthanasiq pasif atas dirinya, maka ia

Langsung .

berarti telah menjalankan haknya, yait:

hak untuk menghentikan pengobatar

Dengan demikian, pasien yan;

bersangkutan sudah tidak peduli dengar
" resiko kematiannya.

b.  Euthanasia Pasif tanpa permintaar
pasien
Euthanasia  pasif tanpe
permintaan, berartj dokter sendirilak
yang berinisiatif untuk berbuat pasif
tanpa melakukan pengobatan, Biasanyz
dokter Yang melakukan euthanasiaq pasi
(tanpa permintaan) terdorong karem
anggapan dokter bahwa tindakan medi}
yang akan dilakukan terhadap pasienny;
yang sudah tidak ada gunanya lag
(zinloos).27 i
C. Euthanasia Pasif tanpa sikap dar
pasien®
Euthanasia  Ppagif yang
dilakukan dokter biasanya berdasarkay
pertimbangan bahwa pengobatan sudaf
tidak ada gunanya. Adapun tanpa sikag
pasien adalah apabila keadaan pasien
sudah dalam tak sadar diri (koma). Ha'
ini berartj tanpa diketahyj apa kehendak
pasien yang sebelumnya. Tanpa sikap
ini dapat juga berarti bahwa pasier
masih dalam keadaan sadar, akan tetaps
2 sendiri tidak dapat menentukan
sikapnya, Apakah ia harus meminta atay
menolak  euthangsig, Pasien tersebu
berada dalam kebingungan (stres beratj
namun euthanasia pasif sudah terlanjur
terjadi.?

Terkait dengan euthanasia, mencuat
dan menjadi pembahasan pub]ik karena adanya
Pengajuan izin dari suam; pasien kepada DPRD
untuk  diperbolehkan dilakukan
euthanasiq terhadap istrinya Yang sedang koma
di Rumah Sakit Cipto Mangunkosumeo (RSCM),
Menyimak kasus ini,

yang seharusnya

dapat mengetuk  hati  semug orang adalah

berkaitan dengan;

? Ibid. hal, 67

% Ibid. Hal, 64 ® Ibid. hal. 66

® Ibid. Hal, 65 * Ibid. hal. 70
8
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Agian  Isna Nauli, oleh dokter
dinyatakan mengalami kerusakan saraf
otak secara permanen dan mengalami
koma di rumah sakit yang merawatnya.
Dikemudian hari Agian Isna Nauli
sadar, dengan kesadarannya merasa
kecewa bahwa suaminya telah putus asa
selama  merawat dirinya, sehingga
meminta kepda DPRD Kota Bogor
untuk diizinkan melakukan euthanasia
terhadap istrinya. Terhadap upaya yang
telah dilakukan suaminya tersebut Agian
Isna Nauli kecewa, yang akhirnya
mengajukan  gugat  cerai, karena
menganggap suaminya sudah tidak
mencintainya lagi, bahkan
mengharapkan kematiannya. Terkait
dengan hal ini, diagnosa dokterpun tidak
dapat dijadikan landasan bahwa seorang
pasien tidak dapat  diobati atau
dinyatakan tidak akan sembuh lagi.

Euthanasia  yang  dimohonkan oleh
suami  Agian Isna Naulj jika saja
dikabulkan oleh DPRD Kota Bogor,
maka akan terjadi pembunuhan terhadap
pasien yang bernama Agian Isna Nauli.
Kaitannya ketidakmampuan  suami
Agian Isna Nauli untuk merawat dan
membiayai pengobatan tentunya tidak
dapat dijadikan alasan untuk melakukan
euthanasia, karena terkait dengan biaya,
seharusnya menjadi kewajiban Negara
atau  pemerintah karena pemerintah
diamanati untuk menjamin semua warga
negaranya dan telah diimplementasikan

melalui Undang-undang RI Nomor 40

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial  Nasional, yang memberikan
Jaminan kepada warga negara Indonesia.
Jika  permohonan untuk melakukan
euthanasia kepada Agian Isna Nauli
dikabulkan, maka  akan terjadi
pelanggaran tindak pidana sebagaimana
diatur di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) yang telah
mengkriminalisasi perbuatan ini:

a. Pasal 338 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana:

ISSN : 20891911
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dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun.

b. Pasal 340 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana:

Barang siapa sengaja dan dengan

rencana terlebih dahulu merampas

nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan  dengan  rencana

(moord), dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama
dua puluh tahun.
c. Pasal 344 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana;

Barang  siapa  merampas nyawa

orang lain atas permintaan orang

itu sendiri yang jelas dinyatakan
dengan kesungguhan hati, diancam
pidana penjara paling lama dua
belas tahun.

d. Pasal 345 Kitab Undang-undang

Hukum Pidana:
Barang siapa sengaja mendorong
orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu
atau memberi sarana kepadanya
untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun
kalau orang itu jadi bunuh diri.

Euthanasia baik aktif maupun pasif
kedua-duanya adalah tindak pidana
pembunuhan, karena tidak mungkin seorang
yang sedang koma dapat mengajukan permitaan
untuk melakukan euthanasia melainkan orang
yang  hiduplah  yang dapat  mengajukan
permintaan tersebut. Seperti halnya dalam kasus
Panca Satria Hasan suami dari Agian Isna Nauli.
Ditolaknya permohonan Panca Satria Hasan
untuk melakukan euthanasia bagi istrinya telah
menyelamatkan seluruh anggota DPRD Kota
Bogor dari pembunuhan secara kelompok,
karena dikemudian hari Agian Isna Nauli sadar
dari komanya dan sembuh total, dan akhirnya
menggugat cerai suaminya.

Permohonan euthanasia oleh orang
yang masih sadar, yang didasarkan atas dasar
beban biaya perawatan dokter dan rumah sakit,
Jjuga tidak berdasar, karena konstitusi tertulis

Barang  siapa dengan  sengaja Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar
merampas  nyawa  orang lain, Tahun 1945 sebagaimana diatur di dalam pasal
diancam,  karena pembunuhan, 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
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pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak.

Hal terbaik adalah bagaimana
pemerintah bisa terus berupaya memberikan
jaminan sosial terhadap warga negaranya karena
sudah diamanatkan oleh konstitusi tertulis
bangsa Indonesia, yakni Undang Undang Dasar
Tahun 1945, bahwa fakir miskin adalah menjadi
tanggung jawab Negara, untuk itu alasan
euthanasia karena ketiadaan biaya tidak
mungkin akan terjadi.

KESIMPULAN

Euthanasia  dalam  pandangan
hukum pidana dan Hak Asasi Manusia yang
menjadi acuan hukum di Indonesia tidak sesuai
dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena hak
kebebasan pribadi tidak dapat diartikan bahwa
setiap orang berhak untuk melakukan euthanasia
seperti halnya orang dilarang untuk melakukan
bunuh diri. Apabila euthanasia merupakan hak
setiap orang, maka akan banyak kasus percobaan
bunuh diri dan pada akhirnya setiap orang tidak
akan memiliki kepedulian dan penghargaan
terhadap nyawa manusia. Tentunya bukan akhir
seperti ini kondisi yang dicita-citakan oleh
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Euthanasia  bertentangan  dengan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan
dengan konstitusi tertulis bangsa Indonesia yakni
Undang Undang Dasar Tahun 1945, Oleh karena
itu, euthanasia dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana pembunuhan.
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